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Abstrak

Artikel ini menganalisis subsidi dan bantuan sosial sebagai arena pertemuan antara kebijakan
kesejahteraan, politik anggaran, dan kompetisi elektoral. Perlindungan sosial merupakan kewajiban
negara untuk melindungi warga dari kemiskinan, kerentanan, dan guncangan; namun desain, waktu,
komunikasi, serta diskresi distribusinya dapat dimanfaatkan untuk membangun patronase dan loyalitas
pemilih. Dengan menggabungkan teori negara kesejahteraan, klientelisme, political budget cycle, fiscal
exchange, dan administrasi publik, artikel ini membedakan distribusi programatik berbasis hak dari
pertukaran klientelistik berbasis kedekatan atau dukungan politik. Analisis menyoroti subsidi harga,
transfer tunai, bantuan pangan, program darurat, broker lokal, data penerima, personalisasi simbolik,
netralitas aparatur, media sosial, dan politik identitas. Dalam konteks Indonesia, persoalan utamanya
bukan apakah bansos boleh disalurkan menjelang pemilu, sebab kebutuhan warga tidak berhenti ketika
kampanye dimulai, melainkan bagaimana kontinuitas program dijaga tanpa memberi keuntungan tidak
adil kepada petahana atau kandidat tertentu. Artikel mengusulkan automaticity, registrasi sosial
independen, larangan personalisasi, kalender dan formula transparan, audit real-time, perlindungan
data, mekanisme keberatan, pengawasan kolaboratif, dan evaluasi distribusi. Kesimpulannya, bansos
yang bermartabat memperluas kewargaan; bansos yang dipersonalisasi mengubah hak menjadi hadiah
dan pemilih menjadi klien.

Kata Kunci: subsidi; bantuan sosial; klientelisme; loyalitas pemilih; politik anggaran; pemilu;
perlindungan sosial; Indonesia

Peta Konseptual

Dimensi Distribusi programatik Distribusi klientelistik

Dasar akses Hak dan kriteria terbuka Kedekatan atau dukungan
Keputusan Formula dan prosedur Diskresi patron atau broker
Komunikasi Nama program dan lembaga Personalisasi figur
Keberlanjutan Dapat diprediksi dan digugat Tergantung loyalitas
Akuntabilitas Outcome dan audit publik Klaim kemurahan hati
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1. Pendahuluan: Kebijakan Sosial di Tengah Kompetisi Elektoral

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa demokrasi menghadapi paradoks: pemerintah harus
terus melindungi warga, tetapi pejabat yang mengelola perlindungan juga berkepentingan
memenangkan legitimasi dan pemilu. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa
angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat
material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang
berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor
pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan
ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap
program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa kelangkaan ekonomi membuat bantuan mudah memperoleh makna
politik; penerima dapat merasakan syukur kepada figur yang terlihat walaupun dana berasal dari pajak
dan mandat konstitusional. Efek elektoral tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari
visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan
sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja,
dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok
kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah analisis perlu memisahkan manfaat objektif program,
cara program diputuskan, serta cara manfaat dikomunikasikan dan diklaim. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

2. Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perlindungan Sosial

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa subsidi mengurangi harga atau biaya produksi, bantuan
sosial mentransfer sumber daya tanpa kontribusi langsung, sedangkan perlindungan sosial mencakup
bantuan, asuransi, dan kebijakan pasar kerja. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya
berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa.
Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa
yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor
pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan
ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap
program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa perbedaan instrumen menentukan siapa yang menerima, seberapa
terlihat manfaatnya, dan seberapa mudah ia dipersonalisasi oleh politisi. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya

mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.
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Implikasi normatif dan administratifnya adalah bahasa kebijakan harus tepat agar kritik terhadap
politisasi tidak berubah menjadi delegitimasi terhadap hak sosial. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.

3. Dari Hak Warga menjadi Hadiah Penguasa

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa program berbasis hak mengikuti aturan umum,
kelayakan yang dapat diperiksa, prosedur keberatan, dan kesinambungan yang tidak tergantung
kemurahan hati pejabat. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran;
ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti
bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa patronase mengaburkan sumber dana dan menampilkan bantuan
sebagai pemberian personal, sehingga hubungan negara-warga berubah menjadi relasi pemberi-
penerima yang asimetris. Efek elektoral tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari
visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan
sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja,
dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok
kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah depersonalisasi bukan sekadar estetika kemasan; ia
melindungi martabat dan kebebasan politik penerima. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi
aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.

4. Teori Klientelisme dan Pertukaran Politik

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa klientelisme adalah pertukaran kontingen antara sumber
daya dan dukungan, biasanya melaluijaringan broker yang menghubungkan elite dengan pemilih. Dalam
ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan,
kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan
sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa
sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga
memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap

semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.
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Mekanisme pentingnya ialah bahwa pertukaran jarang berupa kontrak eksplisit; ia bekerja melalui utang
budi, ekspektasi akses, tekanan komunitas, dan keyakinan bahwa pilihan dapat dipantau. Efek elektoral
tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah kerahasiaan suara melemahkan pemantauan langsung,
tetapi jaringan sosial dan ketergantungan layanan dapat tetap menciptakan kepatuhan. Prinsip tersebut
perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

5. Political Budget Cycle

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa pemegang kekuasaan dapat mengubah tingkat,
komposisi, atau waktu belanja menjelang pemilu agar kompetensi atau kemurahan hati mereka lebih
terlihat. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga
membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti
bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa siklus dapat berupa percepatan transfer, penundaan penyesuaian
harga, proyek cepat terlihat, atau perluasan penerima tanpa kesiapan administrasi. Efek elektoral tidak
selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan

hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah tidak setiap kenaikan pra-pemilu membuktikan
manipulasi; diagnosis memerlukan baseline, aturan program, pola musiman, kebutuhan objektif, dan
pembanding. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah
daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang
tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis
tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah

menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.
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6. Pemilih sebagai Warga Rasional, Bukan Objek Pasif

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa penerima bantuan mampu membedakan hak, kinerja,
dan propaganda, sekalipun keputusan mereka dibatasi ketidakpastian serta kebutuhan mendesak.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari
manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa menerima bantuan tidak berarti menjual suara; pilihan dapat
mencerminkan evaluasi kebijakan, identitas, ideologi, jaringan, atau harapan stabilitas. Efek elektoral
tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul darivisibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah penelitian dan pemberitaan harus menghindari stereotip
bahwa warga miskin tidak otonom. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat
diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana komunikasi
dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang mempertahankan
kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi pejabat. la juga
memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara untuk
keuntungan elektoral personal.

7. Kemiskinan, Kerentanan, dan Asimetri Kekuasaan

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa ketidakamanan pendapatan meningkatkan nilai marjinal
bantuan dan dapat memperbesar ketergantungan pada broker, terutama ketika layanan formal sulit
diakses. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga
membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti
bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa kerentanan bukan sifat moral, melainkan kondisi struktural yang
dipengaruhi pekerjaan informal, kesehatan, bencana, biaya pangan, dan absennya asuransi. Efek
elektoral tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman,
ketakutan kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak
boleh diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan.
Bukti yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan,

bukan hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.
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Implikasi normatif dan administratifnya adalah perlindungan universal atas risiko dasar dapat
mengurangi ruang klientelisme karena warga tidak perlu menukar dukungan untuk memperoleh akses.
Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas
dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi
warga. Kebijakan sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa
menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah
menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

8. Broker Politik dan Jaringan Lokal

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa ketua lingkungan, tokoh komunitas, aparat desa,
relawan, dan organisasi sosial dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan, tetapi juga dapat
menyaring akses secara partisan. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka
anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat
material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang
berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor
pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan
ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap
program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa broker memiliki informasi lokal yang bernilai sekaligus insentif
melebihkan pengaruhnya kepada elite dan mengklaim mampu memantau dukungan. Efek elektoral
tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul darivisibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah mekanisme digital tidak otomatis menghapus broker;
kesenjangan akses dapat menciptakan perantara baru. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi
aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.

9. Targeting, Data Penerima, dan Politik Inklusi

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa penargetan memutuskan siapa yang dianggap miskin,
rentan, layak, atau tidak layak, sehingga klasifikasi administratif selalu memiliki konsekuensi politik.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari

manipulasi.

Halaman 8



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD | Politik Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perebutan Loyalitas Pemilih

Mekanisme pentingnya ialah bahwa data yang usang menimbulkan exclusion error, sedangkan
pembaruan yang terlalu diskresioner membuka manipulasi daftar menjelang pemilu. Efek elektoral tidak
selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah registrasi sosial perlu dinamis, dapat dikoreksi, diaudit,
dan dipisahkan dari struktur kampanye. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat
diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana komunikasi
dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang mempertahankan
kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi pejabat. la juga
memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara untuk
keuntungan elektoral personal.

10. Subsidi Harga dan Politik yang Tak Terlihat

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa subsidi energi, pangan, pupuk, transportasi, atau kredit
dapat lebih besar daripada bantuan tunaitetapi manfaatnya tersebar dan sering tidak disadari penerima.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari

manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa karena kelompok mampu mengonsumsi lebih banyak, subsidi
umum dapat regresif walaupun dikemas sebagai perlindungan rakyat. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya

mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah reformasi subsidi menghadapi politik kehilangan:
manfaat lama dianggap hak, sementara kompensasi baru belum dipercaya. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari

penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.
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11. Bantuan Tunai dan Visibilitas Elektoral

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa transfer tunai mudah diukur, cepat disalurkan, dan
memberi pilihan kepada rumah tangga, tetapi visibilitasnya membuat klaim politik lebih mudah. Dalam
ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan,
kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan
sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa
sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga
memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap
semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa desain programatik menggunakan formula, jadwal, akun penerima,
dan pesan kelembagaan yang konsisten, bukan acara seremonial kandidat. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah pembayaran digital mengurangi kebocoran namun
menuntut keamanan, literasi, akses tunai, dan perlindungan data. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

12. Bantuan Pangan, Gizi, dan Simbol Politik

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa pangan memiliki daya simbolik kuat karena berhubungan
dengan kebutuhan harian, harga, dan pengalaman keluarga. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak
pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan
hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi
mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan
kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh layanan tanpa
perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik

uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa paket dengan foto, warna, slogan, atau acara pembagian dapat
mengubah program publik menjadi komunikasi partisan. Efek elektoral tidak selalu dirancang secara
eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat, atau
informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya

mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah pengadaan lokal dan standar gizi dapat menciptakan

manfaat nyata, tetapi harus dipisahkan dari mobilisasi elektoral. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
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menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

13. Bencana dan Keadaan Darurat

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa penundaan bantuan demi netralitas dapat
membahayakan warga; sebaliknya, status darurat dapat disalahgunakan untuk memperbesar diskresi
dan pengadaan tertutup. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran;
ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti
bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa protokol pra-bencana, trigger objektif, stok, jalur pembayaran, dan
audit setelah kejadian mengurangi konflik antara kecepatan dan integritas. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul darivisibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah komunikasi harus menonjolkan hak korban dan lembaga
penanggung jawab, bukan figur yang sedang berkampanye. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

14. Petahana, Keunggulan Jabatan, dan Netralitas Aparatur

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa petahana memiliki visibilitas, akses informasi, dan
kewenangan yang sah, tetapi keunggulan ini menjadi tidak adil jika sumber daya negara dipakai untuk
kampanye. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga
membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti

bebas dari manipulasi.
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Mekanisme pentingnya ialah bahwa aparatur dapat menghadapi tekanan halus melalui promosi,
anggaran unit, atau hubungan hierarkis meskipun tidak ada perintah tertulis. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah firewall kelembagaan, dokumentasi keputusan, dan
perlindungan pelapor diperlukan agar layanan tetap berjalan secara netral. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

15. Hukum Pemilu dan Batas Politik Uang

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa Bawaslu membedakan bansos sebagai program
pemerintah dari penggunaan bansos untuk menjanjikan atau memberikan manfaat demi kepentingan
peserta pemilu yang dapat dikualifikasikan sebagai politik uang. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak
pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan
hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi
mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan
kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh layanan tanpa
perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik
uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa pembuktian menjadi sulit karena harus menghubungkan tindakan,
aktor, maksud, waktu, penerima, dan keuntungan elektoral. Efek elektoral tidak selalu dirancang secara
eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat, atau
informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya

mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah standar pencegahan administratif perlu melengkapi
penindakan pidana yang ambang buktinya tinggi. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan
yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.
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16. Media, Narasi, dan Personalisasi Kebijakan

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa pemberitaan dan media sosial menentukan apakah
publik memahami bantuan sebagai hak, kinerja pemerintah, hadiah pemimpin, atau transaksi politik.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari

manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa akun resmi, influencer, baliho, kemasan, dan pidato dapat
menciptakan atribusi personal tanpa mengubah aturan program. Efek elektoral tidak selalu dirancang
secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat,
atau informasiyang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah arsip iklan, transparansi belanja komunikasi, dan
pedoman identitas visual publik membantu mengawasi personalisasi. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

17. Politik Identitas dan Selektivitas Distribusi

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa jaringan agama, etnis, wilayah, profesi, atau organisasi
dapat menjadi saluran solidaritas sekaligus basis pemilihan penerima secara eksklusif. Dalam ekonomi
politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan, kewajiban,
ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus
mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa sumber
pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga memperoleh
layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua bantuan

sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa distribusi yang tampak netral secara individu dapat bias secara
geografis atau kelompok jika formula dan peta alokasi tidak dibuka. Efek elektoral tidak selalu dirancang
secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat,
atau informasiyang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.
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Implikasi normatif dan administratifnya adalah audit pemerataan perlu membandingkan kebutuhan,
cakupan, nilai manfaat, dan waktu antarwilayah serta kelompok. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.

18. Gender, Disabilitas, dan Kerentanan Berlapis

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa perempuan sering menjadi penerima utama karena
peran pengasuhan, tetapi dapat pula dibebani kewajiban administratif dan mobilisasi politik. Dalam
ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan,
kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan
sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa
sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga
memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap
semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa penyandang disabilitas, lansia, warga tanpa identitas, dan
komunitas terpencil menghadapi biaya akses yang tidak terlihat dalam angka penyaluran. Efek elektoral
tidak selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah desain inklusif memerlukan akomodasi, perwakilan yang
sah, kanal luring, dan indikator kesalahan eksklusi. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan
yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

19. Desentralisasi dan Politik Kepala Daerah

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan kebutuhan dan
data warga, tetapi kedekatan juga memperkuat peluang personalisasi, broker, dan tekanan
administratif. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga
membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti

bebas dari manipulasi.
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Mekanisme pentingnya ialah bahwa tumpang tindih program pusat-daerah dapat menghasilkan
manfaat ganda bagi sebagian warga dan kekosongan bagi yang lain. Efek elektoral tidak selalu dirancang
secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat,
atau informasiyang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah interoperabilitas, penandaan sumber dana, formula
transfer, serta pengawasan masyarakat lokal harus berjalan bersama. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

20. Populisme Fiskal dan Janji Universal

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa janji subsidi luas atau transfer universal dapat
menyederhanakan masalah kompleks menjadi pertarungan siapa memberi lebih banyak. Dalam
ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk pengakuan,
kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan kesejahteraan
sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa
sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan warga
memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap
semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa universalitas dapat mengurangi stigma dan manipulasi targeting,
tetapi tetap membutuhkan basis pendapatan, prioritas, dan keberlanjutan. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah debat demokratis harus memaksa kandidat menjelaskan
biaya, sumber pembiayaan, trade-off, dan indikator hasil. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi
aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara

untuk keuntungan elektoral personal.

21. Efek terhadap Kepercayaan dan Demokrasi

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa klientelisme dapat menaikkan partisipasi jangka pendek

karena jaringan memobilisasi pemilih, namun sekaligus mengurangi kepercayaan dan akuntabilitas
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programatik. Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga
membentuk pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat
meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu,
evaluasi perlu memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta
kemampuan warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua
kekeliruan: menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti
bebas dari manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa warga menilai politik sebagai pertukaran pribadi, sehingga kebijakan
jangka panjang kalah dari manfaat segera dan kandidat baru sulit bersaing. Efek elektoral tidak selalu
dirancang secara eksplisit. la dapat muncul darivisibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan
manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan
pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik
harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah kepercayaan pulih ketika aturan dapat diprediksi,
layanan setara, keluhan ditangani, dan klaim politik dapat diverifikasi. Prinsip tersebut perlu
diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan
keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan
sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh
keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari
penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

22. Etika Kebijakan Sosial

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa moralitas bansos tidak hanya ditentukan oleh jumlah
penerima, tetapi juga penghormatan terhadap otonomi, martabat, privasi, dan kebebasan memilih.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari

manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa memanfaatkan ketakutan kehilangan bantuan untuk memengaruhi
suara merupakan dominasi, bahkan jika manfaat material benar-benar diterima. Efek elektoral tidak
selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan

hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah pejabat berhak menjelaskan kebijakan, tetapi wajib
membedakan akuntabilitas publik dari promosi personal. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi
aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat, bagaimana
komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosial yang matang
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mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

23. Reformasi Menuju Distribusi Programatik

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa reformasi harus membuat kelayakan, nilai, jadwal, dan
mekanisme pembayaran semakin otomatis serta semakin sulit diubah sepihak menjelang pemilu.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari
manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa registrasi independen, sunset clause untuk program sementara,
audit distribusi, dan publikasi perubahan dapat mengurangi diskresi oportunistik. Efek elektoral tidak
selalu dirancang secara eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan
kehilangan manfaat, atau informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh
diasumsikan pasif; mereka menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti
yang baik harus membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan
hanya mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah tujuan reformasi bukan membekukan kebijakan sosial,
melainkan menjaga responsivitas sambil menutup jalur patronase. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan
menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa, kapan keputusan dibuat,
bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga. Kebijakan sosialyang matang
mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada diskresi
pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja dari penggunaan sumber daya negara
untuk keuntungan elektoral personal.

24. Kesimpulan: Hak Sosial tanpa Utang Budi Politik

Pokok persoalan pada bagian ini adalah bahwa negara demokratis wajib menolong warga tanpa
meminta loyalitas, dan warga berhak menerima manfaat tanpa rasa takut atau kewajiban elektoral.
Dalam ekonomi politik, kebijakan tidak pernah hanya berupa angka anggaran; ia juga membentuk
pengakuan, kewajiban, ekspektasi, dan hubungan kuasa. Manfaat material dapat meningkatkan
kesejahteraan sekaligus mengubah persepsi mengenai siapa yang berjasa. Karena itu, evaluasi perlu
memeriksa sumber pembiayaan, aturan kelayakan, waktu, aktor pelaksana, simbol, serta kemampuan
warga memperoleh layanan tanpa perantara politik. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan:
menganggap semua bantuan sebagai politik uang, dan menganggap program legal pasti bebas dari

manipulasi.

Mekanisme pentingnya ialah bahwa subsidi dan bansos menjadi investasi kewargaan ketika berbasis
aturan, adil, berkelanjutan, dan terbuka terhadap evaluasi. Efek elektoral tidak selalu dirancang secara

eksplisit. la dapat muncul dari visibilitas, reciprocity, rasa aman, ketakutan kehilangan manfaat, atau
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informasi yang dibawa jaringan sosial. Sebaliknya, penerima tidak boleh diasumsikan pasif; mereka
menilai manfaat, identitas, kinerja, dan kredibilitas secara bersamaan. Bukti yang baik harus
membandingkan periode, wilayah, kelompok kelayakan, serta perubahan aturan, bukan hanya
mengandalkan kesan dari waktu penyaluran.

Implikasi normatif dan administratifnya adalah garis pemisah utama terletak pada impersonalitas,
tambahan kebutuhan, diskresi, komunikasi, serta kemampuan penerima menggugat keputusan. Prinsip
tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat diaudit: siapa mengubah daftar, atas dasar apa,
kapan keputusan dibuat, bagaimana komunikasi dilakukan, dan kanal apa yang tersedia bagi warga.
Kebijakan sosial yang matang mempertahankan kapasitas respons pada krisis tanpa menyerahkan
seluruh keputusan kepada diskresi pejabat. la juga memisahkan hak pemerintah menjelaskan kinerja
dari penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan elektoral personal.

25. Lima Belas Uji Integritas Program

Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana situasi yang tampak administratif dapat mengandung risiko
politik, serta pengamanan apa yang diperlukan.

25.1 Percepatan penyaluran menjelang hari pemungutan suara

Dalam kasus percepatan penyaluran menjelang hari pemungutan suara, indikator risikonya adalah
jadwal berubah tanpa penjelasan kebutuhan atau operasional. Penilaian tidak boleh berhenti pada
korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi
penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data
penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah.
Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut
kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi publikasi kalender, alasan perubahan, data historis, dan audit
waktu penyaluran. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan juga
terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan publik. Jika
bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons administratif
tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi temuan, serta
perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.2 Kemasan bantuan berfoto pejabat

Dalam kasus kemasan bantuan berfoto pejabat, indikator risikonya adalah identitas program publik
melekat pada figur atau partai. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu, karena kebutuhan,
musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang sah. Auditor dan
pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima, komunikasi pejabat,
perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian warga penting, tetapi

harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi kemasan netral, nama lembaga, informasi hak, dan kanal
pengaduan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan juga
terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan publik. Jika
bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons administratif
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tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi temuan, serta

perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.3 Acara seremonial pembagian tunai

Dalam kasus acara seremonial pembagian tunai, indikator risikonya adalah penerima dikumpulkan
bersama atribut, pidato, atau ajakan politik. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu, karena
kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang sah.
Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima, komunikasi
pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian warga
penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi pembayaran langsung, pemisahan acara, dokumentasi
pengawas, dan larangan atribut. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.4 Perluasan daftar penerima secara mendadak

Dalam kasus perluasan daftar penerima secara mendadak, indikator risikonya adalah diskresi lokal
meningkat dan baseline kemiskinan tidak cocok dengan penambahan. Penilaian tidak boleh berhenti
pada korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat
memberi penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui
dokumen, data penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola
distribusi wilayah. Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar
penerima tidak takut kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi registrasi terbuka, formula, verifikasi silang, mekanisme
keberatan, dan jejak perubahan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.5 Ancaman penghentian bantuan

Dalam kasus ancaman penghentian bantuan, indikator risikonya adalah broker menyatakan manfaat
bergantung pada kemenangan kandidat. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu, karena
kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang sah.
Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima, komunikasi
pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian warga
penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi jaminan kontinuitas berbasis hukum, edukasi pemilih,
perlindungan pelapor, dan penegakan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan
pelanggaran, melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih,

dan kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
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dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan

hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.6 Bantuan bencana pada masa kampanye

Dalam kasus bantuan bencana pada masa kampanye, indikator risikonya adalah kebutuhan mendesak
bertemu visibilitas pejabat dan pengadaan darurat. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu,
karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang
sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima,
komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian
warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan
manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi trigger objektif, pusat komando nonpartisan, identitas netral,
dan audit pascakejadian. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.7 Subsidi energi ditahan sebelum pemilu

Dalam kasus subsidi energi ditahan sebelum pemilu, indikator risikonya adalah harga tetap rendah
sementara kewajiban kompensasi menumpuk. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu,
karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang
sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima,
komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian
warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan
manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi formula harga, mekanisme smoothing, transparansi kewajiban,
dan kompensasi terarah. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.8 Bantuan melalui organisasi pendukung

Dalam kasus bantuan melalui organisasi pendukung, indikator risikonya adalah saluran distribusi
beririsan dengan jaringan mobilisasi kandidat. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu,
karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang
sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima,
komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian
warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan
manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi kriteria penyedia, kontrak terbuka, pemisahan personel, dan

verifikasi penerima. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan
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juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan
publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons
administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi
temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.9 Pemanfaatan data sosial untuk kampanye

Dalam kasus pemanfaatan data sosial untuk kampanye, indikator risikonya adalah nomor telepon,
alamat, atau profil kerentanan digunakan mengirim pesan politik. Penilaian tidak boleh berhenti pada
korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi
penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data
penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah.
Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut
kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi purpose limitation, kontrol akses, log penggunaan, sanksi, dan
persetujuan yang bermakna. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.10 Program baru tanpa landasan anggaran memadai

Dalam kasus program baru tanpa landasan anggaran memadai, indikator risikonya adalah janji cepat
diluncurkan tetapi pembiayaan dan kapasitas belum tersedia. Penilaian tidak boleh berhenti pada
korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi
penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data
penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah.
Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut
kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi costing independen, pilot, sumber pendapatan, evaluasi
tambahanitas, dan tahapan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan

hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.11 Bantuan pemerintah daerah yang tumpang tindih

Dalam kasus bantuan pemerintah daerah yang tumpang tindih, indikator risikonya adalah penerima
dipilih melalui daftar berbeda dan kredit politik diperebutkan. Penilaian tidak boleh berhenti pada
korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi
penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data
penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah.
Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut

kehilangan manfaat.
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Pengamanan yang proporsional meliputi interoperabilitas, penandaan sumber, deduplikasi, serta
dashboard cakupan. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan
juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan
publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons
administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi
temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.12 Kredit usaha bersubsidi melalui broker

Dalam kasus kredit usaha bersubsidi melalui broker, indikator risikonya adalah akses pembiayaan
bergantung rekomendasi tokoh atau jaringan. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi waktu, karena
kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan yang sah.
Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima, komunikasi
pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian warga
penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi kriteriarisiko terbuka, kanal aplikasi langsung, audit penolakan,
dan literasi. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan juga
terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan publik. Jika
bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons administratif
tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi temuan, serta
perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.13 Bantuan pangan dengan mutu rendah

Dalam kasus bantuan pangan dengan mutu rendah, indikator risikonya adalah target penyaluran
tercapai tetapi nilai gizi dan kualitas komoditas buruk. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi
waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan
yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima,
komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian
warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan
manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi standar mutu, inspeksi acak, pilihan penggantian, dan
publikasi pemasok. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan
juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan
publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons
administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi

temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.14 Transfer universal sementara

Dalam kasus transfer universal sementara, indikator risikonya adalah cakupan luas mengurangi
targeting tetapi menimbulkan biaya dan ekspektasi permanen. Penilaian tidak boleh berhenti pada
korelasi waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi
penjelasan yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data
penerima, komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah.
Kesaksian warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut

kehilangan manfaat.
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Pengamanan yang proporsional meliputi tujuan eksplisit, durasi, sumber dana, evaluasi distribusi, dan
strategi keluar. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran, melainkan juga
terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan kepercayaan publik. Jika
bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat dibuktikan, respons administratif
tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan hak, publikasi temuan, serta
perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

25.15 Komunikasi kinerja pemerintah

Dalam kasus komunikasi kinerja pemerintah, indikator risikonya adalah pejabat perlu bertanggung
jawab tetapi batas antara informasi dan kampanye kabur. Penilaian tidak boleh berhenti pada korelasi
waktu, karena kebutuhan, musim, harga, bencana, atau kendala operasional dapat memberi penjelasan
yang sah. Auditor dan pengawas perlu merekonstruksi keputusan melalui dokumen, data penerima,
komunikasi pejabat, perubahan anggaran, identitas pelaksana, serta pola distribusi wilayah. Kesaksian
warga penting, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan agar penerima tidak takut kehilangan
manfaat.

Pengamanan yang proporsional meliputi format baku, data dapat diverifikasi, proporsi wajar, tanpa
slogan atau citra kandidat. Ukuran keberhasilan bukan hanya tidak adanya putusan pelanggaran,
melainkan juga terjaganya kontinuitas layanan, kesetaraan kompetisi, kebebasan memilih, dan
kepercayaan publik. Jika bukti menunjukkan kelemahan desain tanpa niat partisan yang dapat
dibuktikan, respons administratif tetap diperlukan: koreksi data, penghentian personalisasi, pemulihan
hak, publikasi temuan, serta perbaikan prosedur sebelum siklus berikutnya.

26. Agenda Reformasi Terpadu

Pertama, bangun perlindungan sosial sebagai infrastruktur hak. Undang-undang dan peraturan harus
menetapkan tujuan, kategori, formula, jadwal, mekanisme pembaruan, dan prosedur keberatan.
Semakin jelas aturan, semakin kecil ruang untuk mengancam, memilih, atau mengecualikan penerima
secara partisan. Program darurat tetap memerlukan klausul respons, tetapi pemicunya harus objektif
dan keputusannya segera dipublikasikan.

Kedua, pisahkan data sosial dari mesin kampanye. Akses harus berbasis peran, tercatat, dibatasi tujuan,
dan diaudit. Nomor telepon, alamat, status disabilitas, kesehatan, maupun profil kemiskinan tidak boleh
dipakai untuk microtargeting politik. Pelanggaran data bukan hanya masalah privasi; ia dapat mengubah

kerentanan menjadi instrumen persuasi dan intimidasi.

Ketiga, netralkan identitas dan komunikasi. Kemasan, kartu, aplikasi, baliho, surat, dan acara harus
menonjolkan nama program, lembaga, sumber dana, kriteria, serta pengaduan. Foto, slogan, warna
khas, atau ucapan terima kasih kepada kandidat perlu dilarang. Pejabat tetap dapat melaporkan kinerja

melalui format baku dengan data yang dapat diverifikasi dan akses setara bagi pengawas.

Keempat, bangun pengawasan waktu nyata. Dashboard agregat dapat memperlihatkan perubahan
penerima, nilai, waktu, dan wilayah tanpa membuka data pribadi. Bawaslu, lembaga audit, ombudsman,
parlemen, media, kampus, dan masyarakat sipil memerlukan protokol berbagi informasi. Red flags

harus memicu pemeriksaan, bukan otomatis menjadi vonis.

Kelima, perkuat kewargaan sosial. Pendidikan publik perlu menegaskan bahwa bansos berasal dari

mandat negara dan sumber daya publik, bukan kantong pribadi pemimpin. Penerima bebas memilih
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siapa pun dan berhak mengadu tanpa kehilangan bantuan. Ketika warga memahami hak, jaringan

patronase kehilangan kemampuan mengubah bantuan menjadi utang budi.

27. Pelajaran Perbandingan Internasional

Pengalaman Amerika Latin menunjukkan bahwa program transfer tunai dapat bergerak dari patronase
menuju kebijakan programatik ketika kelayakan, jadwal, dan evaluasi dilembagakan. Program yang
memiliki dasar hukum, formula nasional, dan pembayaran langsung lebih sulit dimonopoli broker,
meskipun pemerintah tetap dapat memperoleh penghargaan elektoral karena warga menilai hasil
kebijakan. Perbedaan ini penting: keuntungan politik yang timbul dari kinerja tidak sama dengan
pembelian suara. Demokrasi memang memberi insentif kepada pemerintah untuk menghasilkan
kebijakan yang disukai pemilih. Masalah muncul ketika manfaat dibuat kontingen pada dukungan, akses
sengaja dibuat personal, atau lawan politik tidak memiliki kesempatan wajar untuk memeriksa klaim.
Studi mengenai transfer bersyarat di Meksiko memperlihatkan pentingnya desain kelembagaan dan
waktu implementasi untuk membedakan efek kebijakan dari manipulasi. Pelajarannya bagi Indonesia
ialah bahwa kontinuitas lintas pemerintahan, identitas program yang stabil, evaluasi independen, dan
data yang dapat diaudit dapat mengubah bantuan dari aset elektoral personal menjadi institusi negara.

Pengalaman mesin politik di berbagai negara juga memperlihatkan peran sentral broker. Mesin tidak
selalu perlu mengetahui isi suara rahasia; cukup dengan menanam keyakinan bahwa kepatuhan dapat
diamati, mengontrol akses terhadap layanan lain, atau menggunakan partisipasi sebagai indikator.
Karena itu, perlindungan surat suara harus disertai perlindungan sosial dan administratif. Warga yang
yakin bahwa bantuan tidak dapat dicabut oleh kepala lingkungan, tokoh partai, atau pejabat lokal lebih
mampu memilih secara bebas. Sistem pengaduan harus dapat melewati rantai lokal, sebab pengaduan
kepada aktor yang juga mengendalikan daftar penerima tidak memberi perlindungan nyata. Audit
jaringan distribusi, rotasi petugas, kanal nasional, serta bantuan hukum pemilih dapat mengurangi
kemampuan broker mengubah informasi lokal menjadi kontrol politik. Pada saat yang sama,
pengetahuan lokal tetap dibutuhkan untuk menemukan warga yang terlewat; solusi yang tepat adalah
checks and balances, bukan menghapus partisipasi komunitas.

Negara dengan kesejahteraan universal menunjukkan jalur lain. Ketika layanan kesehatan, pendidikan,
pensiun dasar, atau tunjangan anak dipahami sebagai hak yang melekat, politisi lebih sulit mengancam
pencabutan individual. Kompetisi kemudian bergeser menuju tingkat manfaat, mutu, pajak, dan
keberlanjutan. Namun universalitas tidak kebal dari populisme fiskal. Kandidat tetap dapat menjanjikan
manfaat tanpa sumber pendapatan atau menunda reformasi yang tidak populer. Karena itu, lembaga
fiskal independen, costing manifesto, dan proyeksi jangka panjang melengkapi depersonalisasi.
Indonesia tidak harus memilih sepenuhnya universal atau sepenuhnya terarah. Layanan dasar dapat
universal, sementara transfer tambahan diarahkan kepada kerentanan tertentu. Yang menentukan
integritas ialah aturan yang diketahui sebelumnya, konsistensi perlakuan, kemampuan mengajukan

keberatan, dan pemisahan antara basis data layanan dengan kegiatan partai.

Perbandingan internasional akhirnya mengingatkan bahwa reformasi tidak dapat sekadar menyalin
teknologi. Kartu biometrik, rekening digital, atau registrasi terpadu dapat mengurangi penerima fiktif dan
biaya transaksi, tetapi juga menciptakan eksklusi baru, pengawasan berlebihan, serta konsentrasi data.
Dalam rezim dengan perlindungan data lemah, efisiensi administratif dapat berubah menjadi
kemampuan microtargeting politik yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap inovasi harus dinilai

melalui empat uji: apakah ia meningkatkan akses, apakah ia mengurangi diskresi, apakah ia melindungi
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privasi, dan apakah keputusan dapat digugat. Teknologi yang lulus hanya dua uji belum cukup. Negara
demokratis memerlukan efisiensi yang kompatibel dengan kebebasan. Prinsip ini relevan ketika
kecerdasan buatan mulai digunakan untuk pemeringkatan risiko, deteksi fraud, atau penentuan
kelayakan. Model harus dapat diaudit, tidak memakai variabel proksi partisan, dan selalu menyediakan

peninjauan manusia.

Glossarium

Automaticity: Derajat ketika kelayakan, nilai, dan waktu manfaat mengikuti aturan atau pemicu objektif,
bukan keputusan ad hoc pejabat.

Bantuan sosial: Transfer uang, barang, atau layanan yang dibiayai publik untuk melindungi individu atau
rumah tangga tanpa mensyaratkan kontribusi langsung.

Broker politik: Perantara yang menghubungkan politisi dan warga, menyalurkan sumber daya,
informasi, serta klaim tentang dukungan.

Clientelism/klientelisme: Pertukaran personal dan kontingen antara manfaat dengan dukungan politik
dalam hubungan yang asimetris.

Exclusion error: Kesalahan ketika orang yang seharusnya memenuhi syarat tidak menerima manfaat.
Inclusion error: Kesalahan ketika orang yang tidak memenuhi kriteria tercatat sebagai penerima.

Patronase: Distribusi pekerjaan, kontrak, layanan, atau manfaat oleh pemegang kekuasaan untuk
memelihara jaringan pendukung.

Political budget cycle: Perubahan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kalender pemilu dan insentif
elektoral petahana.

Programmatic distribution: Distribusi berdasarkan aturan umum, kategori yang transparan, dan
prosedur impersonal.

Subsidi: Dukungan fiskal atau regulatif yang menurunkan harga, biaya, atau risiko bagi konsumen

maupun produsen.
Targeting: Proses menentukan kelompok atau individu yang berhak menerima program.

Vote buying: Pemberian manfaat privat atau terarah dengan maksud memengaruhi pilihan atau

partisipasi pemilih.
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